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SETELAH Pllkada Serentak 2016, kita seakan dihentak realrta
Ada banyak pemimpin daerah yang membuat ternganga. Mulai
bupati yang marah-marah saat memimpin upacara hingga ter-
tangkap tangan sedang pesta narkoba. Tak pelak, semuanya se-
pakat, kualitas pemimpin daerah dalam Pilkada Serentak 2017 :
mendatang menjadi sangat pentlng artlnya

Terlepas apakah kandidat itu perseorangan atau dari partai politik
terdapat hal serius yang harus diperhatikan: kualitas calon kepala
daerah. Kita tidak bisa lagi memilih calon kepala daerah gadungan
'kacangan' alias 'karbitan'. Terlalu banyak risiko yang harus ditang-
gung masyarakat selama lima tahun kepem|mp|nan kepala daerah

_yang 'gadungan’, ‘kacangan’ ataupun 'karbitan’ tersebut.

Kita harus memilih calon kepala daerah yang berkualitas. Tiga
hal untuk melihatnya. Pertama, kualitas sendiri bisa kita lihat dari
rekam jejak calon yang hendak diusung oleh masyarakat atau

. partai politik. Kita tidak mempertaruhkan daerah pada orang yang
tidak jelas rekam jejaknya sekalipun dianggap populer, dianggap -

tokoh karena keturunan tokohr polltlk atau tokoh masyarakat.
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Kedua, selain rekam jejak kandidat, mengukur kandidat kepala daerah berkualitas dapat j juga di- kesamaan partai, etnik, agama, organisasi,

kualitas bisa dilakukan dengan debat publik untuk
beradu konseptual tentang rencana yang akan di-
lakukan sebagai blue print ketika- memimpin

daerah. Memang rencana blue print membangun
daerah bisa dibuat oleh tlm sukses atau ndandakke
alias order orang yang ahli dalam bidang tertentu
terutama terkait tata kelola pemerintahan. Tetapi
_model kandidat yang orderan semacam ini akan
dapat kita ketahui pada saat presentasi dan debat
publik. Apakah menguasai ataukah hanya copy

paste atas arahan mentor, publik akan dapat meni- -

lainya.

Oleh sebab itu, debat publik jangan kita anggap

sebagai ‘pengadilan publik', tetapi semacam uji ke-
layakan di hadapan masyarakat yang akan dipim-
pin. Debat publlk tidak perlu di hadapan para
anggota dewan yang terlalu banyak kepentingan
pohtt_k individu selam kepentlngan politik partainya.
Karenanya debat publik lebih dilakukan oleh ma-
syarakat nonpartai politik.

; Ketlga selaln debat publik, untuk mendapatkan

lakukan dengan model menilai. Apakah kandidat
semacam ‘politisi kutu loncat’ ataukah menjang

memiliki dedikasi politikj- dedikasi membangun

kultur politik yang sehat, nonkekerasan serta non-
sektarian. Hal ini juga dapat kita lihat dari partai
pengusung serta kelompok masyarakat pen-
dukungnya.

Jika kandidat merupakan pol|t|3| kutu loncat’,
sebenarnya tidak blsa kita berharap banyak dalam
menciptakan kultur politik yang beradab. ‘Politisi ku-
tu locat’ adalah sosok politisi yang hanya ingin
menguntungkan dirinya, partainya serta kelom-
poknya bukan masyarakat luas. ‘Politisi kutu loncat
juga tidak bisa diharapkan untuk memimpin daerah
dengan kultur yang sehat, demokratis, transparan
atau berkeadilan. Sebab ia akan terus di bawah
bayang-bayang partai baru sebagai pengusung.

Oleh sebab itulah, menghadapi Pilkada
Serentak 2017 ini harus benar-benar memper-
hatikan kualitas kandidat. Jangan sampai kita me-
milih kandidat hanya karena kedekatan emosional

maupun kesamaan profesi. Kita harus memilih
calon kepala daerah yang kita lihat secara objektif

- memiliki kemampuan sebagai pemimpin, menjadi

manager, teladan dalam hidup sehari-hari dan
bermasyarakat.

_ Pemimpin berkualitas pada Pilkada 2017 harus-
Iah kita lihat dari rekam jejak sebelum menjadi kan-
didat. Apakah berlaku adil, bijaksana, tidak som-
bong, angkuh, nondiskriminatif, pro-kaum dhuafa,
pro-kaum miskin? Ataukah pendukung perilaku
politik kaum barbarian dan kaum hippies. Kriteria
semacam sangat diperlukan agar kita tidak salah’
memilih pemimpin.

Kita berharap Pilkada 2017.ini mampu mencip-

+ takan para pemimpin daerah yang berkualitas se-

cara personal, sosial, politik, kultural maupun man-
agerial. Dengan begitu kita tidak menyerahkan
daerah kepada para cukong ekonomi, blater politik,

~serta bunglon politik yang berkeliaran di arena poli-’

tik Pilkada Indonesia.
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